BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 109TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN BONE KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK SULAWESI
SELATAN DAN BARAT DI KABUPATEN BONE TAHUN 2021

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas
Bank Sulawesi Selatan dan Barat, perlu menetapkan
Pearturan Bupati tentang Pelaksanaan Penambahan
Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah
Bank Sulawesi Selatan dan Barat di Kabupaten Bone
Tahun 2021;

. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan

perkembangan perekonomian daerah diperlukan
usaha yang nyata dari Pemerintah Daerah dengan
memberdayakan Perusahaan Umum Milik Daerah
dengan Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal
Daerah pada perusahaan Daerah Bank Sulawesi
Selatan dan Barat di Kabupaten Bone Tahun 2021
perlu mengacu pada Peraturan Bupati;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan
Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada
Perusahaan Daerah Bank Sulawesi Selatan dan Barat
di Kabupaten Bone.

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesai Nomor 3472) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3790);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Perubahan  Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585 );

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai
Nomor 5261);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
4578);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 1424);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor
13 Tahun 2003 tentang Perubahan Bentuk Badan
Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi
Selatan dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi
Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembanguna Daerah
Sulawesi Selatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008
Nomor 3);

. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun

2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada
Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Selatan dan
Barat(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun
2014 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN BONE KEPADA PERUSAHAAN DAERAH
BANK BANK SULAWESI SELATAN DAN BARAT DI
KABUPATEN BONE DI KABUPATEN BONE TAHUN
2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Penyertaan Modal adalah setiap wusaha dalam penambahan
penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ke
tiga, dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ke tiga dengan
suatu imbalan;




2. Penambahan Penyertaan Modal adalah nilai yang menambahkan
jumlah modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan
modal daerah, oleh pihak ke tiga dengan suatu imbalan;

3. Perusahaan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Kabupaten
Bone yang selanjutnya disebut PT. Bank Sulawesi Selatan dan Barat
adalah Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Sulawesi Selatan dan Barat
di Kabupaten Bone.

Pasal 2

(1) Penyertaan Modal yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Bone pada
Perusahaan Daerah Bank Sulawesi Selatan dan Barat di Kabupaten
Bone sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp. 55.439.000.000,- (Lima
Puluh Lima Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah).

(2) Pada tahun 2021 dilakukan pelaksanaan penambahan penyertaan
modal oleh Pemerintah Kabupaten Bone sebesar Rp. 15.000.000.000,-
(Lima Belas Milyar Rupiah).

(3) Dengan adanya pelaksanaan penambahan penyertaan modal
sebagaimana dimaksud pada ayat 2, maka jumlah seluruhnya
penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Bone pada Perusahaan
Daerah Bank Sulawesi Selatan dan Barat di Kabupaten Bone sebesar
Rp. 70.439.000.000,- (Tujuh Puluh Milyar Empat Ratus Tiga Puluh
Sembilan Juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a. PT. Bank Sulselbar Tahun 2020 Rp. 55.439.000.000,-
b. PT. Bank Sulselbar Tahun 2021 Rp. 15.000.000.000,-
Pasal 3

Mekanisme atau prosedur pencairan dan pertanggung jawaban pelaksanaan
penambahan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Bone Tahuq
2020 pada Perusahan Daerah Bank Sulawesi Selatan dan Barat di
Kabupaten Bone dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.




Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 30 D&ember 2020

&BUPATI BONE, /V

&

(4A. FAHSAR M. PADJALAN G%

Diundangkan di Watampone
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

A. ISLAMUDDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2020 NOMOR 109




